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DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 
NOMOR KP-DJPU 273 TAHUN 2025 

TENTANG 
PENYELENGGARA DAN RUTE ANGKUTAN UDARA PERINTIS KARGO DAN 

SUBSIDI ANGKUTAN UDARA KARGO SERTA PENYELENGGARA 
ANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PESAWAT UDARA UNTUK 

KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS KARGO, 
SEBAGAI PELAKSANAAN PROGRAM JEMBATAN UDARA 

Menimbang 

Mengingat 

TAHUN ANGGARAN 2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 ayat 
(1), Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan 
Republik Indonesia Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang 
Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan 
Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2020, 
mengamanatkan penetapan rute angkutan udara 
perintis kargo dan subsidi angkutan udara kargo 
serta penunjukan Koordinator Wilayah oleh Direktur 
Jenderal Perhubungan Udara; 

b. bahwa untuk kelancaran pelayanan angkutan udara 
perintis kargo dan subsidi angkutan udara kargo 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 
ditetapkan penyelenggara dan rute angkutan udara 
perintis kargo dan subsidi angkutan udara kargo, 
sedangkan pada lokasi yang tidak tersedia Depot 
Pengisian Pesawat Udara (DPPU) perlu ditetapkan 
Penyelenggara Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) 
Pesawat Udara untuk kegiatan angkutan udara 
perintis kargo; 

c. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang 
Penyelenggara dan Rute Angkutan Udara Perintis 
Kargo dan Subsidi Angkutan Udara Kargo Serta 
Penyelenggara Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) 
Pesawat Udara Untuk Kegiatan Angkutan Udara 
Perin tis Kargo, Se bagai Pelaksanaan Program 
Jembatan Udara Tahun Anggaran 2026; 

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang 
Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang 
Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100); 

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk 
Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, 
Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 99); 

5 . Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang 
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369); 

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 
2017 ten tang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan 
Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara 
Kargo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1213) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang 
Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan 
Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1125); 

8 . Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Indikator Penetapan Daerah Tertinggal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 929); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara 
(Beri ta Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
582) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2025 
ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
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Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 18); 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 
2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2025 Nomor 115); 

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 
2020 tentang Jenis Barang Yang Diangkut Dalam 
Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan 
Publik Untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah 
Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan; 

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 
Tahun 2024 tentang Tatanan Kebandarudaraan 
Nasional; 

13. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara 
Nomor KP 210 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis 
Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi 
Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara 
Kargo; 

MEMUTUSKAN: 
PENYELENGGARA DAN RUTE ANGKUTAN UDARA 
PERINTIS KARGO DAN SUBSIDI ANGKUTAN UDARA 
KARGO SERTA PENYELENGGARA ANGKUTAN BAHAN 
BAKAR MINYAK (BBM) PESA WAT UDARA UNTUK 
KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS KARGO, SEBAGAI 
PELAKSANAAN PROGRAM JEMBATAN UDARA TAHUN 
ANGGARAN 2026. 

Menetapkan: 
a. penyelenggara dan rute angkutan udara perintis kargo; 
b. penyelenggara dan rute subsidi angkutan udara kargo; 

dan 
c. penyelenggara angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) 

pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara perintis 
kargo, 

sebagai pelaksanaan program jembatan udara Tahun 
Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 
1n1. 

Rute angkutan udara perintis kargo dan subsidi angkutan 
udara kargo se bagaimana dimaksud dalam Diktum 
PERTAMA huruf a dan b, merupakan: 
a. rute yang ditetapkan memiliki target minimal frekuensi 

penerbangan perminggu; 
b . rute yang ditetapkan memiliki target minimal kargo 

diangkut perminggu; dan 
c. rute yang mendapat subsidi dari Pemerintah berupa 

subsidi biaya operasi angkutan udara untuk kargo. 

Realisasi pelaksanaan target minimal frekuensi 
penerbangan per minggu sebagaimana dimaksud pada 



KEEMPAT 

KELIMA 

KEENAM 

KETUJUH 

KEDELAPAN 

4 

Diktum KEDUA huruf a, mulai dilaksanakan sesuai dengan 
jadwal yang ditetapkan dalam kontrak angkutan udara 
perintis . 

Apabila jumlah barang yang diangkut tidak mencapai target 
kargo yang ditetapkan, Koordinator Wilayah dapat 
melaksanakan kegiatan penerbangan, dengan ketentuan: 
a. barang yang diangkut telah mencapai 75% (tujuh puluh 

lima persen) dari jumlah target kargo per penerbangan; 
b . terdapat barang kebutuhan pokok atau jenis barang lain 

yang harus segera diangkut sehubungan dengan adanya 
kebutuhan mendesak masyarakat yang dibuktikan 
dengan surat permohonan dari Pemerintah Daerah 
setempat kepada Koordinator Wilayah; atau 

c. adanya penurunan kemampuan kapasitas bandar udara 
keberangkatan atau tujuan yang dibuktikan dengan 
surat dari kepala bandar udara keberangkatan atau 
tujuan. 

Penundaan penerbangan yang disebabkan tidak 
mencapainya target kargo diangkut per penerbangan sesuai 
dengan keten tuan se bagaimana dimaksud pada Diktum 
KEEMPAT, maka Pelaksana Angkutan Udara Perintis Kargo 
dan Pelaksana Subsidi Angkutan Udara Kargo tidak 
dikenakan denda. 

Penyelenggara angkutan udara perintis kargo dan subsidi 
angkutan udara kargo tahun anggaran 2026 sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a dan b 
merupakan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara selaku 
Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja yang ditunjuk 
sebagai Koordinator Wilayah sebagaimana terlampir dalam 
Lampiran Keputusan ini. 

Penyelenggara angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) 
pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara perintis 
kargo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum PERTAMA huruf c adalah Kepala Unit 
Penyelenggara Bandar Udara selaku Kuasa Pengguna 
Anggaran Satuan Kerja yang ditunjuk sebagai Koordinator 
Wilayah pada bandara udara yang di lokasi tersebut tidak 
tersedia Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU). 

: Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum 
KEENAM dan Diktum KETUJUH berdasarkan hasil evaluasi, 
dapat: 
a . mengusulkan penggantian dan/ atau penyesuaian rute 

angkutan udara perintis kargo dan subsidi angkutan 
udara kargo pada tahun anggaran berjalan; 

b. mengusulkan penyelenggaraan angkutan Bahan Bakar 
Minyak (BBM) pesawat udara pada tahun anggaran 
berjalan; dan 

c. mengubah target minimal frekuensi pelayanan angkutan 
udara perintis kargo dan subsidi angkutan udara kargo 
pada tahun anggaran berjalan, yang disebabkan kondisi 
an tar a lain: 
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1. kegiatan hari besar keagamaan dan/ a tau adat 
setempat; 

2. kondisi alam yang mengakibatkan keterbatasan 
pelayanan moda transportasi lain; 

3 . bencana alam atau kondisi non alam yang 
menyebabkan gangguan terhadap pelayanan 
penerbangan; 

4. terdapat pelayanan angkutan udara maga berjadwal; 
atau 

5 . kondisi lainnya yang menyebabkan 
kenaikan/ penururian permintaan angkutan udara. 

: Penyesuaian penyelenggaraan angkutan udara perintis 
kargo dan su bsidi angku tan udara kargo se bagaimana 
dimaksud pada Diktum KEDELAPAN huruf a dan b, 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, 
berdasarkan kriteria keperintisan serta ketersediaan 
anggaran pada tahun anggaran berjalan. 

: Penyesuaian penyelenggaraan angkutan udara perintis 
kargo dan subsidi angkutan udara kargo sebagaimana 
dimaksud pada Diktum KEDELAPAN huruf c wajib 
dilaporkan kepada Direktur Angkutan Udara dalam rangka 
evaluasi dan pengawasan. 

: Dalam hal penyesuaian penyelenggaraan angkutan udara 
perintis kargo dan subsidi angkutan udara kargo 
se bagaimana dimaksud pada Diktum KESEPULUH 
menyebabkan berkurangnya target frekuensi penerbangan, 
harus mendapatkan persetujuan Direktur Angkutan Udara 
atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 

: Persetujuan Direktur Angkutan Udara sebagaimana 
dimaksud pada Diktum KESEBELAS, diberikan dengan 
mem pertimbangkan: 
a. evaluasi kinerja rute angkutan udara perintis kargo dan 

subsidi angkutan udara kargo dari Koordinator Wilayah 
pada rute yang diusulkan; 

b . alasan atau justifikasi penurunan target frekuensi 
penerbangan; dan 

c. hasil koordinasi antara Koordinator Wilayah dengan 
Kantor Otoritas Bandar Udara, Unit Penyelenggara 
Bandar Udara terkait, Pemerintah Daerah, dan Badan 
Usaha Angkutan _ Udara Pelaksana Angkutan Udara 
Perin tis. 

: Dalam rangka peningkatan pemanfaatan angkutan udara 
perintis kargo dan subsidi angkutan udara kargo, pada 
penerbangan dari bandar udara di daerah terpencil dan 
daerah tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda 
transportasi lain ke bandar udara asal pengangkutan dapat 
digunakan untuk melakukan pengangkutan hasil-hasil 
produksi lokal dengan tetap memperhatikan dan 
mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan 
pen er bang an. 
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KEEMPATBELAS : Koordinator Wilayah wajib melaksanakan: 
a. pengawasan pelaksanaan angkutan udara perintis 

kargo, subsidi angkutan udara kargo, dan angkutan 
Bahan Bakar Minyak (BBM) pesawat udara serta wajib 
melaporkan hasil pengawasan tersebut setiap 1 (satu) 
bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara 
c.q. Direktur Angkutan Udara dan Kepala Kantor 
Otoritas Bandar Udara yang dapat dilakukan secara 
manual atau melalui jaringan internet; dan 

b. evaluasi penyelenggaraan angkutan udara perintis 
kargo, subsidi angkutan udara kargo dan angkutan 
Bahan Bakar Minyak (BBM) pesawat udara, dan 
melaporkan hasil evaluasi tersebut setiap 6 (enam) 
bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara 
dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara. 

KELIMABELAS : Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat melakukan 
evaluasi dan perubahan terhadap penyelenggaraan kegiatan 
angkutan udara perintis kargo dan subsidi angkutan udara 
kargo, yang disebabkan antara lain: 
a. tidak adanya Badan Usaha Angkutan Udara dan/atau 

armada yang dapat melayani sesuai dengan target kargo 
diangkut dan target minimal frekuensi pada rute tertentu; 

b. kondisi teknis dan operasional penerbangan yang 
menyebabkan berhentinya pelayanan angkutan udara 
perintis kargo dan subsidi angkutan udara kargo; 
dan/atau 

c . perubahan ketersediaan anggaran. 

KEENAMBELAS : Direktur Angkutan Udara dan Kepala Kantor Otoritas 
Bandar Udara melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan Keputusan ini. 

KETUJUHBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 3 November 2025 

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 

ttd 

LUKMAN F. LAISA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
ukum dan Kerja Sama, 

\\ 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL 
PERHUBUNGAN UDARA 
NOMOR KP-DJPU 273 TAHUN 2025 
TENTANG 
PENYELENGGARA DAN RUTE ANGKUTAN 
UDARA PERINTIS KARGO DAN SUBSIDI 
ANG KUT AN UDARA KARGO SERT A 
PENYELENGGARA ANGKUTAN BAHAN BAKAR 
MINYAK (BBM) PESA WAT UDARA UNTUK 
KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS 
KARGO, SEBAGAI PELAKSANAAN PROGRAM 
JEMBATAN UDARA TAHUN ANGGARAN 2026 

PENYELENGGARA DAN RUTE ANGKUTAN UDARA PERINTIS KARGO 
TAHUN ANGGARAN 2026 

PENYELENGGARA DAN RUTE (PP) TARGET PER-MINGGU 
MINIMAL KARGO 

FREKUENSI DIANGKUT 
(KG) 

KORWIL 1 Juwata - Yuvai Semaring 2 1600 
TARAKAN (Tarakan) (Nunukan) 

2 Juwata - Long Apung 1 800 
(Tarakan) (Malinau) 

3 Juwata - Binuang 1 500 
(Tarakan) (Nunukan) 

4 Juwata - Long Layu 1 500 
(Tarakan] (Nunukanl 

5 Juwata - Long Sule 1 500 
(Tarakan) (Malinau) 

KORWIL 1 Andi Jemma - Seko 3 2100 
MASAMBA (Luwu Utara) (Luwu Utara) 

2 Andi Jemma - Rampi 4 2800 
(Luwu Utara) (Luwu Utara) 

KORWIL 1 Mozes Kilangin - Sinak 3 3000 
TIMIKA (Mimika) (Puncak) 

2 Mozes Kilangin - Ilaga 5 5000 
(Mimika) (Puncak) 

3 Mozes Kilangin - Elelim 2 2000 
(Mimika) (Yalimo) 

4 Mozes Kilangin - Kenyam 3 3000 
(Mimikal (Nduga] 

5 Mozes Kilangin - Beoga 3 3000 
(Mimikal (Puncak) 

6 Mozes Kilangin - Bilorai 3 3000 
(Mimika) (Intan Jaya) 
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4 KORWIL 1 Oksibil - Mopah 3 9000 
OKSIBIL (Pe gun ungan (Merauke) 

Bintang) 
2 Oksibil - Batom 1 700 

(Pegunungan (Pegunungan 
Bintang) Bintang) 

3 Oksibil - Kiwirok 1 700 
(Pegunungan (Pegunungan 

Bintang) Bintang) 
4 Oksibil - Teraplu 1 700 

(Pegunungan (Pegunungan 
Bintang) Bintang) 

5 Oksibil - Aboy 1 700 
(Pegunungan (Pegunungan 

Bintang) Bintang) 
6 Oksibil - Borme 1 700 

(Pegunungan (Pegunungan 
Bintang) Bintang) 

7 Oksibil - Okbibab 1 700 
(Pegunungan (Pegunungan 

Bintang) Bin tang) 
8 Oksibil - Bime 1 700 

(Pegunungan (Pegunungan 
Bintang) Bintang) 

9 Oksibil - Tinibil 1 700 
(Pegunungan (Pe gun ungan 

Bin tang) Bintang) 
10 Oksibil - Diphikin 2 1400 

(Pegunungan (Pegunungan 
Bintang) Bintang) 

11 Oksibil - Eipomek 1 700 
(Pegunungan (Pegunungan 

Bintang) Bintang) 
12 Oksibil - Weime 1 700 

(Pegunungan (Pegunungan 
Bintang) Bintang) 

13 Oksibil - Kawor 1 700 
(Pegunungan (Pegunungan 

Bintang) Bintang) 
14 Oksibil - Tauban 1 700 

(Pegunungan (Pegunungan 
Bintang) Bintang) 

5 KORWIL 1 Nop Goliat Dekai - Silimo 1 800 
DEKAI (Yahukimo) (Yahukimo) 

2 Nop Goliat Dekai - Pasema 1 800 
(Yahukimo) (Yahukimo) 

3 Nop Goliat Dekai - Angguruk 1 800 
(Yahukimo) (Yahukimo) 

4 Nop Goliat Dekai - Ninia 1 800 
(Yahukimo) (Yahukimo) 

5 Nop Goliat Dekai - Holuwon 1 800 
(Yahukimo) (Yahukimo) 
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6 Nop Goliat Dekai - Soba 1 800 
(Yahukimo) (Yahukimo) 

7 Nop Goliat Dekai - Sobaham 1 800 
(Yahukimo) (Yahukimo) 

8 Nop Goliat Dekai - Kosorek 1 800 
(Yahukimo) (Yahukimo) 

9 Nop Goliat Dekai - Fenteheik 1 800 
(Yahukimo) (Yahukimo) 

10 Nop Goliat Dekai - Koropun 1 800 
(Yahukimo) (Yahukimo) 

11 Nop Goliat Dekai - Dagi Baru 1 800 
(Yahukimo) (Yahukimo) 

12 Nop Goliat Dekai - Walma 1 800 
(Yahukimo) (Yahukimo) 

13 Nop Goliat Dekai - Oakbisik 1 800 
(Yahukimo) (Yahukimo) 

14 Nop Goliat Dekai - Paima 1 800 
(Yahukimo) (Yahukimo) 

15 Nop Goliat Dekai - Liruk 1 800 
(Ya hukimo) (Yahukimo) 

KORWIL 1 Tanah Merah - Bomakia 1 700 
TANAH (Boven Digoel) (Boven Digoel) 
MERAH 2 Tanah Merah - Yaniruma 1 500 

(Boven Digoel) (Boven Digoel) 
3 Tanah Merah - Manggelum 1 700 

(Boven Digoel) (Boven Digoel) 
4 Tanah Merah - Koroway Batu 1 700 

(Boven Digoel) (Boven Digoel) 

Total Rute 46 

PENYELENGGARA DAN RUTE SUBSIDI ANGKUTAN UDARA KARGO 
TAHUN ANGGARAN 2026 

PENYELENGGARA DAN RUTE (PP) TARGET PER-MINGGU 
MINIMAL KARGO 

FREKUENSI DIANGKUT 
(KG) 

KORWIL 1 Mozes Kilangin - Wamena 3 42000 
TIMIKA (Mimika) (Jayawijaya) 

Total Rute 1 



1 
2 
3 
4 

10 

PENYELENGGARA SUBSIDI ANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) 
PESAWAT UDARA UNTUK KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS KARGO 

TAHUN ANGGARAN 2026 

PENYELENGGARA JUMLAH DRUM 
KORWIL MASAMBA (SULAWESI SELATAN) 252 
KORWIL OKSIBIL (PAPUA PEGUNUNGAN) 638 
KORWIL DEKAI (PAPUA PEGUNUNGAN) 570 
KORWIL TANAH MERAH (PAPUA SELATAN) 207 

TOTAL DRUM 1667 

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 

ttd 

LUKMAN F. LAISA 

Salinan sesuai dengan aslinya 

I 
'/ 

ukum dan Kerja Sama, 


